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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan: 

OJK selaku pemangku pengaturan dan pengawasan terhadap 

Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang 

termasuk di dalamnya adalah PT Pegadaian (Persero) mengeluarkan 

pengaturan terhadap kedua lembaga di atas untuk mengatasi dampak 

penyebaran Covid-19 dan dalam pengaturan tersebut terdapat Persamaan 

pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa 

Keuangan NonBank yaitu Pihak yang menerima restrukturisasi ialah 

Debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19, tidak diwajibkan secara 

aturan untuk melakukan restrukturisasi, Debitor harus mengajukan 

permohonan restrukturisasi jika ingin mendapatkannya, dan dilakukan 

penilaian kelayakan terhadap Debitor yang akan menerima restrukturisasi. 

Perbedaan pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga 

Jasa Keuangan NonBank (PT Pegadaian Persero) yaitu Kriteria Debitor 

yang berhak menerima restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 pada 

Lembaga Perbankan lebih spesifik sebab langsung menyebutkan bahwa 

Debitor yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan pada 

Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang termasuk di dalamnya PT 

Pegadaian Persero, kriteria Debitor yang berhak menerima restrukturisasi 

akibat pandemi Covid-19 tidak spesifik sebab hanya menyebutkan Debitor 
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yang "memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak 

langsung” dan juga Debitor yang ”memiliki usaha pada sektor ekonomi 

yang terkena dampak tidak langsung”. Bentuk restrukturisasi pada PT 

Pegadaian Persero selaku salah satu Lembaga Jasa Keuangan NonBank 

pada point “c” yaitu “penundaan sebagian pembayaran” tidak terdapat 

pada bentuk restrukturisasi Lembaga Perbankan. 

B. Saran  

 Pengaturan OJK mengenai kriteria Debitor pada Lembaga Jasa 

Keuangan NonBank (LJKNB) yang berhak menerima restrukturisasi 

akibat pandemi Covid-19 harusnya diatur secara spesifik sebab LJKNB 

terdiri dari banyak Lembaga Keuangan yang termasuk salah satunya 

adalah PT Pegadaian (Persero) oleh karena itu harus dipastikan mengenai 

kejelasan mengenai kriteria Debitornya. Perlu dipertimbangkan untuk 

bentuk restrukturisasi dari Lembaga Perbankan apakah perlu untuk 

melakukan penundaan sebagian pembayaran seperti pada bentuk 

restrukturisasi dari  LJKNB terutama PT Pegadaian (Persero). 

OJK selaku pemangku wewenang harus mengevaluasi dan 

memberikan data mengenai POJK yang dikeluarkan terhadap Lembaga 

Perbankan dan LJKNB di masa Pandemi, apakah hal tersebut berdampak 

baik bagi kedua Lembaga tersebut. Sehingga dapat dilihat kinerja OJK 

terhadap Lembaga Perbankan dan LJKNB terutama PT Pegadaian 

(Persero). 
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